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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
                                            NOMOR : 1350/V/TAHUN 2020                                     

     

TENTANG 

 

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLA DANA PENANGANAN

COVID 19 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  kelancaran   dan  tertib  administrasi
pelaksanaan  kegiatan  Penanganan  Covid  19  pada  Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu mengangkat Kuasa Pengguna
Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Penanganan
Covid  19  pada  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan
Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  Anggaran  2020;

  b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran  Pengelola  Dana  Penanganan  Covid  19  pada  Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana  telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2019 Nomor  183,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398); 

  2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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  3. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di  Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

  5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan
Keuangan  Dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

  6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  Kepada  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  dan  Informasi  Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  Kepada  Masyarakat  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

  7. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun 2006  Tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan
Lembaran  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  230),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan Nomor  3  Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 281);

  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2019
Nomor 13);

  10. Peraturan  Gubernur   Sulawesi   Selatan  Nomor  62  Tahun 2019
tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah
Tahun  Anggaran  2020  (Berita  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan
Tahun 2019 Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

  2. Surat  Edaran Menteri  Dalam Negeri  Nomor 440/2622/SJ Tahun
2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah;
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  3. Hasil  Rapat  Pembahasan terkait  dengan tatacara  penatausahaan
dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk penanganan
Covid 19 yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020 di Ruang
Rapat Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh Tim
BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Review Penanganan
Covid19  dari  Inspektorat  Daerah,  Tim  BKAD  Povinsi  Sulawesi
Selatan,  Dinas  Sosial  Provinsi  Sulsel  dan  Tim  Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi  Sulsel,  maka
telah disepakati tentang Tatacara Pengajuan Permohonan RKB dan
Usulan Pencairan Dana Penanganan Covid19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  

KESATU : Mengangkat Saudara Ir. Lubis L., M.T, Nip. 19631206 199003 1
010, Pangkat Pembina Tk. I Golongan/Ruang IV/b sebagai Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Penanganan Covid 19
pada  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Mengangkat Saudari Dra. Hartini, Nip. 19640730 199203 2 008,
Pangkat Penata Tk. I  Golongan/Ruang III/d sebagai Bendahara
Pengeluaran Pengelola  Dana Penanganan Covid 19 pada Dinas
Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian  Provinsi
Sulawesi  Selatan  Tahun  Anggaran  2020.

KETIGA : Kuasa  Pengguna  Anggaran  dan  Bendahara  Pengeluaran
sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU  dan  Diktum
KEDUA  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  Dana
Penanganan  Covid  19  tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
   

PARAF HIRARKHIE
JABATAN PARAF

SEKDA

Asisten 1
KABIRO
HUKUM

PARAF KOORDINASI
Plt. KABAN

ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 MEI 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Tembusan:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   U.p.  a. Sekjen Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
              b. Irjen Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
3.   Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4.   Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5.   Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6.   Direksi PT. Bank Sulselbar di Makassar;
7.   Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8.   Yang bersangkutan di Tempat.


